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Abstract. The increase in cases of fraud that occurred based on data from Indonesian 
Corruption Watch has encouraged the emergence of prevention mechanisms, one of which is 
by implementing a whistleblowing system. However, the effectiveness of implementing this 
mechanism is still inconsistent in preventing fraud. This study aims to examine the effect of 
whistleblowing and the application of the law of karma phala on fraud prevention by using 
morality as a moderating variable. The various research results motivate further research to 
be carried out. This research was conducted at 34 Village Credit Institutions (LPD) in Denpasar 
City. Respondents used as many as 84 people and determined by non-probability sampling 
method. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression test, which begins with 
testing the quality of the instrument and data transformation. Data transformation is done by 
using successive interval method. The results show that whistleblowing and the application of 
the law of karma phala have a positive effect on fraud prevention. This shows that the two 
variables are able to reduce the level of fraud that occurs. Morality is only able to moderate 
the relationship between whistleblowing and fraud prevention. 
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Abstrak. Peningkatan kasus kecurangan yang terjadi berdasarkan data Indonesian 
Corruption Watch telah mendorong munculnya mekanisme pencegahan salah satunya 
dengan menerapkan whistleblowing system. Namun, efektivitas penerapan mekanisme ini 
masih belum konsisten dalam mencegah terjadinya kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh whistleblowing dan penerapan hukum karma phala pada pencegahan 
kecurangan dengan menggunakan moralitas sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian yang 
beragam memotivasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan pada 34 
Lembaga Pekreditan Desa (LPD) di Kota Denpasar. Responden yang digunakan sebanyak 
84 orang dan ditentukan dengan metode nonprobability sampling. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan uji regresi linear berganda yang diawali dengan pengujian kualitas 
instrumen dan tranformasi data. Transformasi data dilakukan dengan menggunakan metode 
successive interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing dan penerapan 
hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan 
bahwa kedua variabel tersebut mampu menurunkan tingkat kecurangan yang terjadi. 
Moralitas hanya mampu memoderasi hubungan whistleblowing dan pencegahan kecurangan. 

 
Kata Kunci: whistleblowing, penerapan hukum karma phala, moralitas, pencegahan 

kecurangan  
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PENDAHULUAN 
Perubahan tuntutan hidup saat ini sangat memengaruhi tingkah laku seseorang dalam upaya 

untuk pemenuhan kebutuhannya. Tuntutan ini menyebabkan seseorang dapat melakukan cara 
apapun untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut termasuk berbuat kecurangan. Kecurangan 
seperti ini banyak terjadi di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang ada di Provinsi Bali. Saat ini 
terdapat 1.433 Lembaga Perkreditan Desa namun tidak seluruhnya mengalami perkembangan 
yang baik. LPD di Bali yang dinyatakan bangkrut tercatat sebanyak 158 (11,03%) karena 
operasionalnya sudah tidak aktif. LPD yang mengalami kebangkrutan tertinggi ada di Tabanan, 
sedangkan di Kota Denpasar tidak ada LPD yang dinyatakan bangkrut (balitribune.co.id). 

Kecurangan merupakan suatu bentuk tindakan disengaja oleh satu individu atau lebih dalam 
organisasi atau pihak yang terlibat dalam operasional, staff, maupun orang ketiga yang 
menggunakan tipu daya agar memperoleh keuntungan dengan tidak baik atau melanggar 
ketentuan hukum (IAPI, 2013). Kecurangan akan bisa dicegah apabila di dalam suatu organisasi 
ada kesadaran seseorang untuk melakukan whistleblowing. Whistleblowing merupakan perilaku 
yang dilakukan oleh seseorang di dalam suatu organisasi untuk melaporkan tindakan kecurangan 
yang terjadi. Penelitian tentang efektifitas penerapan whistleblowing dalam pencegahan fraud 
sudah dilakukan, namun hasil yang ditemukan masih beragam. Wijaya dkk. (2017) menemukan 
bahwa whistleblowing berpengaruh negatif pada kecurangan akuntansi di LPD Kecamatan 
Gerokgak. Purnamawati (2018) menemukan whistleblowing berpengaruh positif pada 
pendeteksian fraud. Hasil penelitian Sujana et al., (2020) serta Nurcahyo dan Sulhani yang 
menemukan bahwa whistleblowing tidak memengaruhi pencegahan kecurangan pengelolaan 
keuangan desa. Pamungkas et al., (2017) dan Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa 
whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Jayanti dan Suardana (2019) 
juga menemukan bahwa whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. 
Paramitah dan Adiputra (2020) menemukan bahwa whistleblowing berpengaruh terhadap 
pencegahan kecurangan sedangkan menurut Inawati dan Sabila (2021) menemukan 
whistleblowing tidak mempunyai pengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Whistleblowing 
terjadi jika ada empat unsur yang terpenuhi yaitu: adanya pelapor (whistleblower), adanya 
laporan tentang terjadinya tindakan perbuatan yang tidak sesuai norma atau pelanggaran, 
adanya organisasi atau kelompok yang sepakat melakukan tindakan pelanggaran etika, dan 
terdapat pihak selaku penerima laporan atau pengaduan tersebut (Dasgupta & Kesharwani, 
2010).  

Selain whistleblowing faktor yang diyakini memengaruhi pencegahan kecurangan yaitu 
keyakinan pada karma phala sebagai bagian dari panca sradha (lima keyakinan). Karma phala 
didefinisikan sebagai hasil dari perbuatan yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan. 
Kepercayaan pada hukum karma phala menentukan cara seseorang menilai suatu tindakan etis 
atau tidak etis (Hafizhah et al., 2016). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa penerapan 
konsep karma phala oleh pemerintah desa mampu mencegah terjadinya kecurangan dan 
meningkatnya kepercayaan masyarakat. Prinsip Karma menjadi benteng utama perilaku 
seseorang dibatasi oleh prinsip Moksartam Jagadhita yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat 
(Paranoan dan Totanan (2018). Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala 
akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang 
etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; Singhapakdi et al., 1996; Aksiana dan Sujana, 2019). Seseorang 
yang meyakini adanya hukum karma phala akan mampu memperbaiki etika dan moral ketika 
menjalankan hidup bermasyarakat (Munidewi, 2017). 

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh individu 
timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Menurut Rahimah et al. (2018), individu yang 
mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena 
individu yang mempunyai moral yang tinggi akan mentaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip 
etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung 
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membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya. Menurut Kurniawan (2018), 
Whistleblowing system akan menghasilkan keputusan seseorang untuk menjadi whistleblower 
yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang menjadi pedoman dalam 
organisasi pemerintahan. Seorang whistleblower harus melihat bahwa aktivitas whistleblowing 
adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang merugikan masyarakat. 
Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa moralitas individu mampu memoderasi hubungan 
whistleblowing system dan pencegahan kecurangan. 

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian yang masih beragam maka dipandang perlu 
untuk melakukan penelitian lanjutan agar diperoleh hasil yang lebih konsisten. Permasalahan 
yang akan diteliti adalah bagaimanakah pengaruh whistleblowing dan penerapan hukum karma 
phala pada pencegahan kecurangan di LPD Kota Denpasar? Pemilihan kota Denpasar sebagai 
tempat penelitian dikarenakan LPD kota Denpasar tidak ada yang dinyatakan mengalami 
kebangkrutan dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui pengaruh moralitas pada hubungan whistleblowing dan penerapan hukum 
karma phala terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi pengelola LPD untuk bisa menerapkan konsep hukum karma phala 
dan whistleblowing untuk mencegah kecurangan.  

Pengaruh Whistleblowing pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa 
(LPD) se-Kota Denpasar  

Keberadaan whistleblowing system tidak hanya sebagai media yang dapat digunakan untuk 
melaporkan kecurangan yang terjadi, namun juga sebagai bentuk pengawasan. Dengan adanya 
whistleblowing system dapat membuat karyawan menjadi takut untuk melakukan kecurangan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menunjukan bahwa whistleblowing 
berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (fraud). 
Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) menunjukan bahwa 
whistleblowing berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Menurut Purba (2015), salah 
satu prinsip pencegahan fraud yakni perlunya penetapan sebuah mekanisme yang membuat 
fraud dapat dilaporkan (whistleblowing system) dan adanya perlindungan terhadap pelapor fraud. 
Suatu pengaduan karyawan yang telah beroperasi dapat membantu mencegah fraud karena 
individu-individu mungkin takut bahwa suatu fraud akan diketahui karyawan lain dan akan 
diadukan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni & Nova (2019) menyatakan bahwa whistleblowing 
system berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Adanya komitmen organisasi tentang kebijakan 
perlindungan pelapor, mekanisme pelaporan yang jelas dan bertanggungjawab serta 
dilakukannya evaluasi dan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas whistleblowing system 
mampu mencegah terjadinya kecurangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini 
sebagai berikut:  

H1: Whistleblowing berpengaruh pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga Perkreditan 
Desa (LPD) Se-Kota Denpasar 

Pengaruh Penerapan Hukum Karma Phala pada Pencegahan Kecurangan di Lembaga 
Perkreditan Desa (LPD) se-Kota Denpasar 

Penerapan hukum karma phala dalam ajaran agama Hindu juga menjadi alat yang efektif 
dalam pencegahan kecurangan. Hukum karma memandang bahwa segala hal yang dilakukan, 
dikatakan, maupun dipikirkan akan manghasilkan dampak dan ketika tiba waktunya akan kembali 
pada pelaku (Chakraborty, 2014). Jika seseorang diliputi sikap bathin adharma walaupun hanya 
niat atau keinginan, maka cepat atau lambat hasil dari tindakan atau niat tersebut akan diterima 
(Purnamawati dan Adnyani, 2019). Maryastini, dkk (2020) menemukan bahwa untuk 
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meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat dilakukan dengan 
penerapan konsep karma phala guna mencegah terjadinya kecurangan. Maryastini, dkk (2020) 
menunjukan bahwa penerapan konsep hukum karma phala berpengaruh terhadap pencegahan 
kecurangan. Paranoan dan Totanan (2018); Munidewi (2017) menyatakan bahwa dalam 
akuntabilitas konsep karma phala sudah diterapkan hanya saja perlu lebih penekanan sehingga 
dengan akuntabilitas yang tinggi akan menurunkan keinginan untuk melakukan kecurangan. 

H2: Penerapan hukum karma phala berpengaruh pada pencegahan kecurangan 

Pengaruh Moralitas pada Hubungan Whistleblowing dan Pencegahan Kecurangan di 
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar 

Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang manusia, 
nama yang baik, nama yang tidak baik dan mana yang wajar ataupun yang tidak wajar. Manusia 
yang tidak memiliki moral sangat mungkin untuk melakukan kecurangan dalam suatu hal menurut 
Liyanarachchi (2019). Seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang lebih tinggi akan 
selalu bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Penelitian 
yang dilakukan oleh Islamiyah (2020) menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap 
pencegahan fraud. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) 
menyatakan bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Menurut 
Kurniawan (2018), Whistleblowing system akan menghasilkan keputusan seseorang untuk 
menjadi whistleblower yang dipengaruhi oleh budaya dan seberapa baik nilai-nilai etika yang 
menjadi pedoman dalam organisasi pemerintahan. Seorang whistleblower harus melihat bahwa 
aktivitas whistleblowing adalah diperlukan untuk mencegah perilaku menyimpang yang 
merugikan masyarakat.  Menurut penelitian Manafe (2015) menyatakan bahwa level penalaran 
moral berpengaruh terhadap kecenderungan individu melakukan whistleblowing. Individu dengan 
level penalaran moral lebih tinggi lebih cenderung melakukan whistleblowing dibandingkan 
dengan individu dengan level penalaran moral rendah. Fraud yang terjadi dapat dideteksi atau 
juga dapat dicegah dengan adanya perilaku etis yang dimiliki oleh pegawai yang memengaruhi 
persepsi mereka terhadap whistleblowing system (Pamungkas et al., 2017). Oleh karena itu, 
orang dengan intensitas moral yang tinggi akan cenderung melaporkan setiap perbuatan 
melawan hukum (whistleblowing) karena menganggap perbuatan melawan hukum tersebut tidak 
benar, dan cenderung merasa wajib untuk melaporkannya demi kebaikan orang lain (Urumsah et 
al., 2018). Maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  
H3: Moralitas berpengaruh pada hubungan whistleblowing dan Pencegahan Kecurangan di 
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar. 

Pengaruh Moralitas pada Hubungan Penerapan Hukum Karma Phala dan Pencegahan 
Kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar 

Konsep karma selalu diterapkan sebagai filosofi tindakan praktis. Menurut filosofi ini, karma 
bukan hanya hukum spiritual, tetapi juga prinsip yang menuntut niat baik. Individu yang percaya 
pada hukum karma akan bertindak mengelola pikiran dan emosi dengan baik untuk dapat 
mengambil keputusan yang etis (Singhapakdi et al., 1996; Fraedrich & Ferrell, 1992; Aksiana & 
Sujana, 2019). Seorang individu dengan tingkat intensitas moral yang lebih tinggi akan selalu 
bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan Prastiwi, 2014). Ketika seseorang 
memiliki keyakinan pada hukum karma phala disertai dengan moralitas yang tinggi maka akan 
memberikan dampak positif pada pencegahan kecurangan. Maka dapat dirumuskan hipotesis 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
H4: Moralitas berpengaruh pada hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan 
kecurangan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kota Denpasar. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Masing-masing 
variabel diukur sebagai berikut: 

 Whistleblowing menggunakan indikator yaitu: Efektifitas penerapan whistleblowing 
system, cara pelaporan pelanggaran, dan manfaat whistleblowing system (Swardayantara, 
2019).  

 Karma phala adalah hasil dari perbuatan seseorang. Dengan diterapkannya konsep 
karma pala kita percaya bahwa perbuatan yang baik membawa hasil yang baik juga dan 
perbuatan yang buruk membawa hasil yang buruk juga.  

 Pencegahan kecurangan diukur menggunakan beberapa indikator yaitu kejujuran, 
tranparansi, dan saling membantu, proses rekrutmen yang jujur, fraud awareness, lingkungan 
kerja, etika yang jelas, program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan, mudah 
dimengerti, dan sanksi jika terjadi kecurangan (Pratiwi,2016). 

Moral (morale) merupakan semangat atau motivasi batin dalam diri seseorang untuk 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dilandasi oleh nilai-nilai tertentu yang diyakini 
seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu yang baik atau buruk, sehingga bisa 
membedakan mana yang pantas dilakuka dan mana yang tidak pantas dilakukan (Umam, 2010). 
Menurut Amalia, (2015) moralitas adalah tekad mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan 
disadari sebagai kewajiban mutlak. Adapun indikator moralitas yaitu kesadaran seorang pegawai 
terhadap tanggung jawab suatu entitas, nilai kejujuran dan etika, mentaati setiap aturan yang 
berlaku di dalam entitas, dan sikap individu dalam melakukan tindakan tidak jujur (Rahimah, 
Yetty, dan Santi, 2018). 

Teknik ukuran yang digunakan yaitu teknik menggunakan skala likert dengan lima alternatif 
jawaban karena dianggap mampu untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang pada suatu 
fenomena sosial (Sugiyono, 2013). Skala ini diterapkan dengan meminta responden menyatakan 
persetujuan dan penolakannya pada sejumlah pernyataan yang diajukan berkaitan dengan obyek 
penelitian. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai 
gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono, 2013). 

Penelitian ini dilakukan pada LPD di Kota Denpasar. Populasi dalam penelitian adalah 
seluruh karyawan LPD di Kota Denpasar yang berjumlah 537 orang dari 34 LPD. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner kepada 
para pegawai LPD.  

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental 
sampling dimana instrumen penelitian (kuesioner) diberikan kepada responden yang bertemu 
dengan peneliti secara kebetulan/insidental, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu 
layak sebagai sumber data Sugiyono (2013:85). Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan 
rumus Slovin karena populasi yang diketahui berjumlah lebih dari 100 responden. Dalam 
penelitian ini digunakan perhitungan sampel menurut Rumus Slovin (Sugiyono, 2013:37):  

                                     n = N/(1+N X e^2 ) 
Keterangan:  
n: ukuran sampel  
N: ukuran populasi  
e: kelonggaran ketidak telitian atau derajat toleransi 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dengan menggunakan rumus Slovin, ukuran sampel 

dapat dihitung sebagai berikut: 
n = 537/(1+537 X 〖(0,1)〗^2 ) = 84  
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Pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan terlebih dahulu untuk menguji kualitas instrumen 
penelitian. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik untuk menguji kelayakan model 
penelitian. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang digunakan untuk melihat 
pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data 
menggunakan program SPSS. Uji regresi hanya dapat dilakukan pada data yang berskala interval 
atau rasio sehingga data yang berbentuk ordinal harus ditransformasi menjadi data interval. Salah 
satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan transformasi data dari ordinal ke skala 
interval yaitu metode successive interval (MSI) (Ningsih dan Dukalang, 2019).  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebar kuesioner ke 34 LPD Se-Kota 
Denpasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang disebarkan kepada responden 
sebanyak 84 kuesioner, sehingga secara keseluruhan jumlah kuesioner yang dapat di analisis 
sebanyak 84 kuesioner. Sebagian besar responden penelitian adalah perempuan yaitu sebanyak 
40 perempuan dan 44 laki-laki. Sebaran responden terbanyak berdasarkan lama bekerja yaitu > 
10 tahun sebanyak 56 orang, antara 6-10 tahun sebanyak 14 orang, antara 1-5 tahun sebanyak 
14 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan responden tertinggi memiliki jenjang pendidikan S1 
yaitu 43 orang, pendidikan SMA sejumlah 31 orang, kemudian Diploma sejumlah 8 orang, 
sedangkan responden yang paling rendah berasal dari Pendidikan S2 yaitu sejumlah 2 orang.  

Penelitian ini menggukur variabel menggunakan indikator kuesioner sehingga skala data 
yang dihasilkan masih berbentuk ordinal. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan analissi 
menggunakan regresi maka dilakukan transformasi ke skala interval dengan metode MSI. 
Pengujian kualitas instrumen dari sisi validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
Variabel Item Validitas Reliabilitas Korelasi Probabilitas 

Pencegahan Kecurangan (Y) Y1.1-Y1.25 0,684 – 0.892 0,000 0,963 
Whistleblowing (X1) X1.1-X1.8 0,744 – 0,857 0,000 0,928 

Penerapan Hukum Karma 
Phala (X2) X2.1-X2.7 0,798 – 0,879 0,000 0,934 

Moralitas (X3) X3.1-X3.6 0,690 – 0,814 0,000 0,845 
Sumber: Data Penelitian 2021 

Hasil pengujian instrumen pada Tabel 1 menunjukkan bahwa item penyataan dalam 
kuesioner valid dan reliabel untuk digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Validitas 
instrumen dilihat dengan nilai Pearson Correlation di atas 0,3 sedangkan reliabilitas dilihat dari 
nilai Cronbach's Alpha di atas 0,7. 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi. Uji asumsi klasik 
yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hasil 
pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini. 

 
Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

Variabel Normalitas Multikolinearitas Heteroskedastisitas 
VIF Tolerance 

Whistleblowing (X1) 

0,121 

1,592 0,628 0,141 
Penerapan Hukum Karma 

Phala (X2) 
1,554 0,643 0,487 

Moralitas (X3) 1,228 0,814 0,905 
X1*X3 1,973 0,507 0,596 
X2*X3 1,774 0,564 0,767 

Sumber: Data Penelitian 2021 
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Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi 0,121 di atas 0,05 sehingga persamaan 
regresi tidak mengalami masalah normalitas, Pengujian multikolinearitas menunjukkan nilai VIF 
< 10 dan tolerance > 0,1 sehingga persamaan regresi tidak mengandung multikolinearitas, Uji 
heteroskedastisitas menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel X di atas 0,05 sehingga 
persamaan regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas, 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear 
berganda, Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini, 

 
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis 

Variabel 
Dependen 

Variabel Independen Koefisien 
Regresi 

Standard 
Error 

t hitung Signifikansi 

Pencegahan 
Kecurangan 

Whistleblowing (X1) 1,051 0,297 3,540 0,001 
Penerapan Hukum Karma 
Phala (X2) 

0,572 0,280 2,045 0,044 

 Moralitas (X3) 0,217 0,347 0,626 0,533 
 X1*X3 0,232 0,108 2,135 0,036 
 X2*X3 0,025 0,103 0,243 0,809 
      
 Constant 0,006 F hitung 14,733  
 Adjusted R square 0,453 Sig, 0,000  

Sumber: Data Primer Diolah, 2021 

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model regresi layak untuk 
dilanjutkan dengan nilai F-hitung 14,733 dan signifikasi 0,000, Variabel penelitian yaitu 
whistleblowing dan penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan 
kecurangan di LPD Kota Denpasar dengan signifikansi 0,000 dan 0,001 di bawah 0,005, Moralitas 
sebagai variabel moderasi hanya memengaruhi hubungan whistleblowing dan pencegahan 
kecurangan dengan tingkat signifikansi 0,036, Nilai adjusted R-square sebesar 0,453 
menunjukkan bahwa 45,3% pencegahan kecurangan dipengaruh oleh variabel whistleblowing 
dan penerapan hukum karma phala serta interaksi moralitas sebagai variabel moderasi, sisanya 
54,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian, 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan 
kecurangan, KNKG (2008) berpandangan bahwa efektivitas whistleblowing akan meningkatkan 
peran serta masyarakat dan karyawan perusahaan agar berani bertindak dalam rangka 
pencegahan fraud dan korupsi dengan melakukan pelaporan pada pihak yang berwenang, 
Pemahaman mengenai mekanisme whistleblowing dan perlindungan pelapor akan membuat 
karyawan termotivasi untuk melaporkan kecurangan apapun kepada otoritas yang berwenang 
(Pamungkas et al,, 2018), Romadaniati dkk, (2020) dan Pamungkas et al,, (2017) menemukan 
bahwa whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan, Jayanti dan Suardana 
(2019) juga menemukan bahwa whistleblowing berpengaruh positif pada pencegahan 
kecurangan, Patel (2003) dan Miceli et al, (2008) menemukan bahwa para regulator dan akuntan 
di Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah mengakui efektifitas whistleblowing untuk 
mengungkapkan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan, Adanya globalisasi dalam 
perdagangan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa nasional memberi motivasi pada badan 
legislatif di berbagai negara untuk merancang peraturan guna meningkatkan perlindungan 
terhadap keberadaan whistleblowing (Lewis, 2008; Miceli et al,, 2008; Schmidt, 2009), 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan hukum karma phala berpengaruh 
positif pada pencegahan kecurangan, Konsep karma memiliki selalu diterapkan sebagai filosofi 
tindakan praktis, Menurut filosofi ini, karma bukan hanya hukum spiritual, tetapi juga prinsip yang 
menuntut niat baik, Individu yang percaya pada hukum karma akan bertindak mengelola pikiran 
dan emosi dengan baik untuk dapat mengambil keputusan yang etis (Fraedrich & Ferrell, 1992; 
Aksiana & Sujana, 2019), Seseorang yang memiliki keyakinan pada hukum karma phala 
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diharapkan mampu memperbaiki etika dan moral ketika menjalankan hidup bermasyarakat 
(Munidewi, 2017). 

Pengujian variabel moderasi menunjukkan bahwa moralitas mampu memengaruhi hubungan 
whistleblowing dan pencegahan kecurangan. Seorang individu dengan tingkat intensitas moral 
yang lebih tinggi akan selalu bertindak adil dan melakukan hal yang benar (Kreshastuti dan 
Prastiwi, 2014). Romadaniati dkk. (2020) menemukan bahwa moralitas individu mampu 
memoderasi hubungan whistleblowing system dan pencegahan kecurangan. Menurut Rahimah 
et al. (2018), individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya 
kecurangan karena individu yang mempunyai moral yang tinggi akan mentaati aturan sesuai 
dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang 
rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hak yang diinginkan oleh dirinya. Jadi 
intensitas individu dengan moralitas baik untuk menjadi whistleblower cenderung lebih tinggi. 
Moralitas tidak mampu memengaruhi hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan 
kecurangan. Individu yang memiliki keyakinan tinggi pada hukum karma cenderung berperilaku 
etis sehingga intensitas melakukan kecurangan menjadi lebih rendah tanpa melihat moralitasnya. 
Ada kecenderungan bahwa 

 
SIMPULAN  

Berdasarkan hipotesis dan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa whistleblowing dan 
penerapan hukum karma phala berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan. Moralitas 
berpengaruh pada hubungan whistleblowing dan pencegahan kecurangan. Hasil ini menunjukkan 
bahwa whistleblowing system yang diterapkan akan lebih efektif dalam pencegahan kecurangan 
ketika individu dalam organisasi memiliki moralitas yang baik. Di sisi lain, moralitas tidak 
berpengaruh pada hubungan penerapan hukum karma phala dan pencegahan kecurangan. 
Keyakinan pada hukum karma phala di Bali relatif kuat dan merupakan bagian dari ajaran agama 
yang dianut sehingga tingkat moralitas individu tidak memengaruhi perilaku individu dalam 
pencegahan kecurangan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pembuat kebijakan 
berkaitan dengan LPD sehingga mekanisme whistleblowing dapat diterapkan dengan efektif 
sehingga kecurangan dapat dicegah. Penelitian ini hanya menggunakan LPD sebagai objek 
penelitian, untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan pada lokasi penelitian lain sehingga 
memberikan gambaran hasil yang lebih robust. 
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